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ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI
dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum indonesia
dengan pemerintah daerah. Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih
dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. Adapun
permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah berupa permodalan Teknik pengumpulan data
merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menangkap atau menjaring informasi kualitatif dari wawancara,
dokumentasi, observasi penelitian. Peran intermediasi BPRS Amanah Ummah yang dilakukan oleh pihak bank
belum ada, akan tetapi pihak BPRS Smsnsh Ummah tetap membantu masyarakat dalam rangka mencukupi
kebutuhanya dan memberikan perumahan subsidi kepada masyarakat miskin dan juga menyalurkan dana-dana
tabarru” seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Pengaruh Fungsi Intermediasi Pembiayaan Murabahah BPRS
Amanah Ummah Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM di Bogor Barat dengan cara kekeluargaan,
musyawarah, dan negosiasi melalui upaya surat panggilan nasabah atau surat peringatan, rescheduling, dan
menjual “bersama” jaminan. Karena menurut pthak BPRS Amanah Ummabh, tidak memerlukan waktu lama
dan biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Hasil dari penelitian yang telah diuji menggunakan teknik
analisis uji t menjelaskan bahwa terdapat perngaruh pembiayaan BPRS terhadap pertumbuhan UMKM Bogor
Barat.

Kata Kunci: BPRS, Intermediasu, UMKM

ABSTRACT

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah is a sharia bank that in its activities does not provide services in payment
transactions. The legal form of BPRS is a limited liability company. BPRS may only be owned by Indonesian
citizens and/or Indonesian legal entities, local governments, or partnerships between Indonesian citizens or
Indonesian legal entities and local governments. The MSME sector has advantages and is very potential to be
further developed through appropriate policies and support from appropriate institutions. The main problem
Jfaced by the MSME sector is in the form of capital. Data collection techniques are a method used by researchers
to capture or collect qualitative information from interviews, documentation, research observations. The
intermediary role of BPRS Amanah Ummah carried out by the bank does not yet exist, however, BPRS Amanah
Ummah continues to help the community in order to meet their needs and provide subsidized housing to the
poor and also distribute tabarru funds "such as zakat, infaq and shodagoh. The Influence of the Murabahah
Financing Intermediation Function of BPRS Amanah Ummah on the Welfare of MSME Actors in West Bogor
through family, deliberation, and negotiation through customer summons or warning letters, rescheduling, and
selling "together" collateral. Because according to BPRS Amanah Ummabh, it does not take long and the costs
incurred are relatively cheaper. The results of research that has been tested using the t test analysis technique
explain that there is an influence of BPRS financing on the growth of West Bogor.

Keywords: BPRS, Intermediasu, MSME
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PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum
yang berlandaskan pada prinsip syariah, prinsip syariah tersebut diartikan sebagai aturan
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan
pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah,
diantara prinsip-prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual
beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah muntahiya
bittamlik/IMBT). (Antonio, 2001)

Dengan produk yang beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
diharapkan bisa membantu sektor-sektor yang kecil. Seperti yang telah kita ketahui bahwa
perekonomian Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sektor tersebut atau yang lebih kita kenal
dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sekilas kita melihat pada sejarah
ekonomi indonesia pada tahun 1997 di mana pada waktu itu terjadi krisis yang sangat
menakutkan bagi perekonomian Indonesia. Usaha-usaha besar saat itu satu persatu mengalami
pailit dan tidak mampu meneruskan usaha karena tingkat suku bunga yang tinggi, berbeda
dengan UMKM yang saat itu tetap bertahan bahkan cenderung bertambah.

Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu UMKM lahir sebagai
solusi dari sistem perekonomian yang sehat serta dapat meningkatkan stabilisasi sistem
ekonomi yang ada. Oleh karena itu UMKM perlu dikembangkan dan diberdayakan sesuai
dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-
RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai
kedudukan, peran,dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional
yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk Ilebih
dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat.
Karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan ekonomi suatu negara yang
ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan nasional selama beberapa periode yang dapat
diperoleh dengan adanya kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian (Dewi et al., 2013)
dan saat ini UMKM di nilai sebagai salah satu sektor ekonomi yang bisa menjadi solusi dalam
peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.
Dari data dibawah ini pertumbuhan UMKM dapat dilihat dari berbagai indikator diantaranya
adalah jumlah unit usaha, jumlah karyawan atau tenaha kerja dan jumlah pendapatan nasional.
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TABEL-1. PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH {UMKM) DAN USAHA BESAR (UB)
TAHUN 2018 - 2019

TAHUN 2018 " TAHUNZO01 e
NO IKDMEATOR SATUAN == — (EME SIS S
JUMLAH %l JUMLAH ) JUMLAH (4]
1 2 3 1 i L] u 1 L]

1 | LINIT USAHA [A+B] [umit] 04,193,808 85,471,134 LITL5m0 jE ]
A, Uisofa Mikro, Keal don Menengah [UMKM) { Linit] B4, 154,057 LY 05,405, 497 3333 1271440.5 138
- Usaha Mikra {L) {Linit) 08,330,222 ssae 84,800,357 58.67 LIIL1305 1a7
- Usaha Kecil fUK} (Linit} TE3 132 12 735,079 L2 134839 193
+ Uisaho Menengmh/Ling) {Linit} oo, A2 om 03,465 0l 4731 785
B. Usaho Besor [LB) {Uinit] 5550 an @7 o ars 158
2 | TEMAGA KERIA |A+B) [Orang] 120,538,138 123,308,672 170530 30
A, Usofa Mikro, Keol don Menengah [UAKM) [orang] 118,978,831 a7.00 115,502,843 3082 25842121 P3|
- Uisaha Mikra (L) (Crang] 107,370,340 2904 109,547,384 fde 240384339 230
- Usaha Kecil fUK} (Orang] JE3L %8 484 3930317 451 59.081.2 170
- Uisaho Menengoh/Litd) {Crang] 3,770,833 113 3,750,142 o7 15.307.0 a3l
8. Usaha Besar (UB) {arang) 3,818,507 100 3,805,829 108 188,321.8 515
3 | PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU [A+8) [Rp. Milyar] 14838, 750.0 15,832,535.4 93,794 ]
A, Usofa Mikro, Keol don Menengah [UWKM) {Rip. Adifyear] 90825813 aLo7 95807027 051 18,1813 572
- Lisaha Mikra (Ln) (R aityar] 30033349 kR 8130467 ra 78118 3489
- Usaha Kecil fUE] (Ro. Mityar] 14238831 .80 13083701 8513 830830 L)
- Usaha Menengmh/Lin) (R Mitvar] 20333013 1370 2135458 13.83 1231843 al1a
B Usaho Besor L8] {Re. Mityar] EIm 1T ELE 82517727 39.49 475,558.1 513

Sumber: kementrian Koperasi dan UKM _https://kemenkopukm.go.id

Tabel diatas menunjukkan bahwa UMKM memiliki proporsi 64.001.352 Unit usaha
atau 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia dengan jumlah temlah tenaga
kerja yang bisa diserap sebanyak 119.562.843 orang atau 96,92 %, UMKM berkontribusi
terhadap PDB Indonesia sebesar 9.580.762.7 milyar atau 60.51 % dari total keseluruhan PDB
yaitu 15.832.535.4 milyar. Ini bukti bahwa UMKM dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional melalu PDB (produk Domistik Bruto). Meskipun demikian ada beberapa
kendala yang dihadapi UMKM, menurut (Hejazziey, 2009) bahwa hambatan dan kendala yang
saat ini dialami UMKM adalah:
Kelemahan dibidang organisasi dan manajemen.
Kelemahan dalam struktur permodalan dan keter batasan untuk memperoleh jalur akses
terhadap sumber-sumber permodalan.
Kelemahan dan memperoleh peluang (akses pasar) dan mem per besar pangsa pasar.
Keterbatasan dalam kelemahan pemanfaatan akses dan penguasaan teknologi, khususnya
teknologi terapan.
Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, ke- terampilan, etos kerja,
karakter, kesadaran akan pentingnya konsisten mutu dan standarisasi produk dan jasa, serta
wawasan kewirausahaan.
Keterbatasan penyediaan bahan baku mulai dari jumlah yang dapat dibeli, standarisasi kualitas
yang ada, maupun panjangnya rantai distribusi bahan baku.
Sistem kemitraan yang pernah digulirkan selama ini, cenderung mengalami distorsi di tingkat
implementasi sehingga berdampak pada sub-ordinasinya pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah dibandingkan dengan mitra usahanya (usaha besar).
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah penelitian
ini adalah:
1. Bagaimana fungsi intermediasi (peran) lembaga pembiayaan syariah BPRS
Amanah Ummah terhadap jumlah UMKM di Bogor Barat?
2. Bagaimana pengaruh intermediasi (peran) fungsi lembaga pembiayaan syariah
BPRS Amanah Ummah terhadap pertumbuhan UMKM di Bogor Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka secara khusus
penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk menganalisis fungsi intermediasi (peran) lembaga pembiayaan syariah
BPRS Amanah Ummah terhadap jumlah UMKM di bogor barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh intermediasi (peran) fungsi lembaga pembiayaan
syariah BPRS Amanah Ummah terhadap pertumbuhan UMKM di bogor barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1.
1)

2)

Landasan Teori
Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat
yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (Hamdani, 2020).
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Adapun pembagiannya sebagai berikut (Tambunan, 2012):
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-
undang ini.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenubhi kriteria
Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan Usaha Kecil dan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang
dilakukan oleh lembaga keuangan. Pembiayaan secara luas yaitu pendanaan yang
diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Nasution,
2018). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil
(Setyagustina et al., 2024).
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Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan
kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang
bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan
kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka
memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Bank Syariah

Menurut pasal 1 ayat 7 bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 12
adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang
syariah (Miharja, 2019).

Dalam syariah Islam, salah satu aspek yang diatur di bagian muamalah adalah
lembaga perbankan, dimana dalam hal ini muamalah sebagai bagian yang mengatur
tentang hubungan sesama manusia. Pengaturan lembaga perbankan dalam syariah Islam
dilandaskan pada kaidah dalam ushul figh yang menyatakan bahwa “maa laa yatimmu
al-wajib illa bihi fa huwa wajib”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan
yang wajib, maka ia wajib diadakan. Oleh karena itu pada zaman modern ini kegiatan
perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga
perbankan ini pun menjadi wajib untuk diadakan.

III. Literature Review

1) Nurlia wulandari, Peran PT. BPRS Lampung Timur melalui pembiayaan
murabahah dalam mendorong kemajuan UMKM, 2022. hasil penelitian diketahui
bahwa keberadaan PT. BPRS Lampung Timur memiliki peran dalam mendorong
kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembiyaan murabahah. Dengan
adanya pembiayaan murabahah yang ada pada PT. BPRS Lampung Timur dapat
membantu mendorong kemajuan usaha para nasabah, yaitu dengan adanya
pembiayaan tersebut membantu siklus usaha nasabah agar tetap berjalan, serta
nasabah juga merasakan kenaikan pendapatan dan volume penjualan walaupun
belum signifikan karena kondisi pasar yang mengalami pasang surut. Namun,
nasabah UMKM tetap merasakan kemajuan pada kondisi usaha yang ditandai
dengan bertambahnya stok barang dagangan, alat produksi dan penambahan
karyawan karena kenaikan jumlah pengunjung.

2) Fadhil Muhammad Naufal, Achmad Firdaus, Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) Wilayah Jabodetabek Dengan Pendekatan Two Stage Data
Envelopment Analysis (Dea), 2017, Penelitian ini bertujuan untuk mengukur
efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Wilayah Jabodetabek periode
2015-2016. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang
digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari laporan keuangan yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan
mengambil sampel 12 BPRS. Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini
menggunakan Uji Statistik Non-Parametik metode Two Stage Data Envelopment
Analysis (DEA) dengan pendekatan Intermediasi. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa 12 BPRS wilayah Jabodetabek periode 2015-2016 secara keseluruhan
memiliki tingkat efisiensi yang fluktuatif. Sementara itu, tahap kedua pengujian
menggunakan regresi Tobit menunjukkan bahwa hanya variabel faktor internal
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yaitu CAR yang berpengaruh signifikan terhadap efisiensi BPRS wilayah
Jabodetabek.

Mudriah, Peran PT. BPRS Tulen Amanah dalam Upaya Meningkatkan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur,
2021. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Tulen Amanah
memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan UMKM
di Masbagik, dimana peran tersebut yaitu BPRS Tulen Amanah memberikan
pembiayaan kepada pelaku UMKM, tidak hanya itu setelah memberikan
pembiayaan BPRS Tulen Amanah melakukan monitoring dan pengawasan setiap
bulannya terhadap nasabah yang diberikan pembiayaan untuk melihat
perkembangan usaha yang dijalankan. Dalam setiap kegiatan usaha tentu saja pasti
memiliki kendala yang menjadi penghalang untuk mengembangkan usaha tersebut.
Dimana BPRS juga tidak luput dari kendala tersebut, seperti masih terbatasnya
sumber daya manusia yang mumpuni dibidang keuangan, permodalan yang belum
mencukupi kebutuhan untuk modal usaha, agunan dan adanya pesaing atau bank
lain yang menawarkan produk yang sama.

Novita Linda, M Kholil Nawawi dan Hilman Hakiem, Pengaruh Pembiayaan
Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi
Kasus BPRS Amanah Ummah), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan wusaha nasabah.
Perkembangan ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan nasabah setiap bulannya.
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif.
Objek penelitian ini adalah 30 nasabah BPRS Amanah Ummah yang mendapatkan
pembiayaan murabahah di Kecamatan Leuwiliang; Pengumpulan data didapatkan
dari dua jenis data yaitu data primer dan sekunder yaitu dengan menggunakan
wawancara dan data yang didapatkan dari pthak BPRS Amanah Ummah. Teknik
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik sampling dengan mengambil
sampel dari sejumlah populasi. Analisis data menggunakan analisis korelasi yaitu
analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian pembiayaan murabahah terhadap
perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai
r product moment, yaitu df= (N - nr) df = 30 — 2 = 28. Dapat dinyatakan dengan df
sebesar 28 pada taraf signifikan 5% diperoleh r tabel sebesar 0,361 dan pada taraf
signifikan 1% diperoleh r tabel sebesar 0,423. Dengan demikian karena rxy atau ro
lebih besar dari r tabel yaitu (0,98) dan (0,98) pada taraf signifikan 5% dan 1%,
maka pada taraf signifikan 5% dapat diketahui adanya hubungan antara pembiayaan
murabahah dengan dengan perkembangan UMKM, dan pada taraf signifikan 1%
dapat diketahui adanya hubungan positif antara pembiayaan murabahah dengan
perkembangan UMKM.

Dina Camelia, Ahmad Ajib Ridlwan, Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap
Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional, 2018.
Penelitian ini membahas kendala yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
atau UMKM dalam kegiatan ekonomi dan kontribusinya dalam perkembangan dan
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun UMKM memiliki kendala seperti
kurangnya modal karena kurangnya akses permodalan ke lembaga keuangan seperti
bank. Lembaga keuangan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut salah
satunya yaitu lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) melalui pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah
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terhadap perkembangan usaha di pasar tradisional Ketapang-Sampang. Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang-Sampang
dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan murabahah berperan dalam
perkembangan usaha yang menerimanya.

IV. Kerangka Pemikiran

/[ nblaya y lajl ]
aJ]_ -

.[ UMEKM Bogor Barat ]

BPRS Amanah Ummah Berperan menghimpun dana dari masyarakat
(simpanan/tabungan) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan syariah,
Menggunakan akad seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan
musyarakah (kemitraan usaha), BPRS menyalurkan modal kepada pelaku UMKM yang
memenuhi prinsip syariah dan kelayakan usaha, Dana dimanfaatkan untuk meningkatkan
produksi, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan produktivitas, Pembiayaan
berdampak pada pertumbuhan jumlah UMKM aktif dan skala usahanya (dari mikro —
kecil — menengah), Perkembangan UMKM mendukung penciptaan lapangan kerja,
peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi Bogor Barat.

METODE

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan jenis penelitian

ini diharapkan lebih terbuka kemungkinan untuk menggali pemahaman informan sesuai apa
yang dialami dan dirasakan menyangkut Visi dan Misi BPRS Amanah Ummabh.
Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BPRS Amanah Ummah beralamat di JIn. Raya Leuwiliang

No. 1 Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat yang merupakan target sasaran yang
dijadikan responden dalam penelitian ini. Dengan waktu penelitian pada bulan Januari 2025.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu yang berusaha
mengungkap fenomena berdasarkan apa yang diketahui, dirasakan dan dilakoni oleh BPRS
Amanah Ummah yang menjadi subjek dalam penelitian. Dengan melacak makna-makna
emik dari interpretasi subjek penelitian, yaitu melacak berbagai ungkapan nilai yang
diungkapkan dengan mewawancarai informan. Kemudian data digambarkan melalui
teknik deskripsi, dengan deskripsi interpretasi.

Sumber data

a. Data Primer
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Data Primer yaitu data yang berasal atau diperoleh secara langsung dari responden
atau pihak pertama. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa hasil wawancara
pegawai BPRS Amanah Ummah dan pendiri UMKM Kab. Bogor.

b. Data Sekunder
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skripsi, tesis, jurnal,
website buku-buku yang berkaitan dengan visi misi dan kewirausahaan islam dan data-
data arsip BPRS Amanah Ummabh.

¢. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data digunakan teknik wawancara mendalam (in depth interview),
pengamatan berpartisipasi / terlibat (full observation participation). Teknik ini lebih
memungkinkan untuk mendapatkan data yang obyektif maupun bersifat subjektif karena
kami peneliti adalah pegawai BPRS Amanah Ummah dan pendiri UMKM Kab. Bogor, yang
terlibat dalam keseharian kegiatan pada BPRS ini. Selain itu kami juga menggunakan
studi dokumen baik tersedia di BPRS Amanah Ummah, buku-buku yang memuat visi dan
misi BPRS Amanah Ummah dan buku yang memuat Kewirausahaan Syariah, juga
menggunakan catatan harian hasil-hasil rapat dan sejenisnya. Pedoman wawancara
digunakan sebagai pemandu dalam mewawancarai informan, sehingga wawancara lebih
terarah.
d. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis kualitatif dalam
bentuk interpretasi dan deskripsi sehingga substansi terungkap secara benar. Interpretasi
informan mengenai Visi Misi dideskripsikan berdasarkan tema-tema yang dibuat oleh
peneliti berdasarkan data yang diperoleh.

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti melaksanakan wawancara dengan 3 informan yang dilaksanakan pada
waktu, hari dan tempat berbeda, berikut waktu dan pelaksanaan wawancara yang
dilakukan oleh peneliti:

1. Hari Jumat, 3 januari 2025, di BPRS Amanah Ummah beralamat di Jin. Raya
Leuwiliang No. 1 Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Wawancara dimulai
pukul 13.00 WIB s/d 14.00 WIB, dengan informan pertama Ust. Mustofa Luthfi selaku
Dewan Pengawas.

2. Hari Senin, 13 januari 2025, BPRS Amanah Ummah beralamat di JIn. Raya
Leuwiliang No. 1 Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Wawancara dimulai
pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB, dengan informan pertama Ust. Hendi Sofyan selaku
Direktur Utama.

Fungsi Intermediasi Lembaga Pembiayaan Syariah BPRS Amanah Ummah Terhadap
Perkembangan Jumlah UMKM di Bogor Barat

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Ummah merupakan salah satu
lembaga keuangan syariah yang beroperasi di wilayah Bogor Barat dengan fokus pada
pelayanan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdiri sejak tahun
2002, BPRS Amanah Ummah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas
pembiayaannya seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. (Ascarya, 2007)
Secara operasional, BPRS Amanah Ummah menempatkan diri sebagai mitra strategis
UMKM dalam pengembangan usaha melalui fungsi intermediasi, yakni menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito syariah, serta menyalurkannya
kembali dalam bentuk pembiayaan produktif. Hal ini sesuai dengan konsep dasar
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intermediasi perbankan dalam sistem keuangan syariah, yang menekankan peran aktif
bank sebagai perantara antara surplus unit dan defisit unit.

1. Fungsi Penghimpunan dan Penyaluran Dana

Fungsi intermediasi BPRS Amanah Ummah berjalan melalui dua sisi utama:
penghimpunan dana (funding) dan penyaluran dana (financing). Dari sisi penghimpunan,
BPRS Amanah Ummah menawarkan produk tabungan dan deposito yang berbasis akad
wadiah dan mudharabah. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan kepada pelaku
UMKM dalam bentuk pembiayaan usaha, dengan proporsi tertinggi pada sektor
perdagangan dan jasa.

Data internal BPRS Amanah Ummah menunjukkan bahwa selama periode 2020-2023,
terjadi peningkatan pembiayaan kepada UMKM sebesar 12,8% per tahun, dengan
dominasi akad murabahah sebesar 65% dari total pembiayaan. Kenaikan ini menjadi
indikator bahwa fungsi intermediasi bank berjalan efektif dalam mendukung aktivitas
ekonomi sektor riil, khususnya UMKM. (Laporan Tahunan BPRS Amanah Ummah, 2003)

2. Dampak Terhadap Perkembangan Jumlah UMKM

Fungsi intermediasi BPRS Amanah Ummah berdampak langsung terhadap
peningkatan jumlah UMKM di wilayah Bogor Barat. Berdasarkan data Dinas Koperasi
dan UKM Kabupaten Bogor, jumlah UMKM meningkat dari 14.200 unit, pada tahun 2019
menjadi 18.750 unit, pada tahun 2023. Peningkatan ini beriringan dengan perluasan akses
pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah. (Dinas Koperasi, 2023)

Penelitian yang dilakukan melalui kuesioner kepada 50 nasabah UMKM BPRS
Amanah Ummah menunjukkan bahwa 76% responden mengaku mampu meningkatkan
kapasitas usaha setelah menerima pembiayaan dari bank tersebut, sementara 64%
menyatakan mampu membuka lapangan kerja baru minimal untuk dua orang pegawai. Hal
ini menandakan bahwa fungsi intermediasi tidak hanya mendukung kelangsungan usaha,
tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam perspektif ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah tidak sekadar bertugas
sebagai perantara keuangan, tetapi juga harus menjalankan fungsi keadilan dan
keberkahan dalam transaksi. BPRS Amanah Ummah menggunakan pendekatan
pembiayaan berbasis kemitraan seperti akad musyarakah dan mudharabah kepada UMKM
yang baru tumbuh, sehingga risiko dibagi dan keuntungan disesuaikan dengan hasil usaha.
Hal ini sesuai dengan pendapat Antonio (2001) yang menekankan bahwa bank syariah
seharusnya tidak hanya profit oriented tetapi juga harus development oriented. (Antonio,
2001) Oleh karena itu, BPRS Amanah Ummah menjalankan fungsi edukatif kepada
nasabah UMKM, seperti memberikan pelatthan manajemen keuangan, pembukuan
sederhana, dan pemasaran digital.

BPRS Amanah Ummah menjalankan peran intermediasi sosial terbatas pada
penyaluran zakat lembaga sehingga belum menjalankan secara optimal dalam perannya
sebagai intermediasi sosial. Hal ini bisa dilihat dari kurang berjalannya indikator atau
tahapan intermediasi sosial yaitu sedekah, pinjaman lunak, pembiayaan, dan penyimpanan
dana masyarakat (Antonio & Hilman, 2013) Dalam praktiknya, peran intermediasi yang
dijalankan BPRS Amanah Ummah telah sesuai dengan prinsip syariah yang jauh dari
syubhat dan gharar yang dilarang oleh syariah Islam (Fitriyah et al., 2020). Karena BPRS
Amanah Ummah memiliki prinsip kerja yang tertanam hingga sekarang dan sesuai dengan
syariah Islam yaitu keadilan, kemitraan, transparan, dan universal. Sehingga dengan
mematuhi prinsip kerja yang ditetapkan sama dengan mematuhi prinsip syariah Islam.
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Adapun keberadaan BPRS Amanah Ummah sebagai lembaga intermediasi keuangan
sangat berperan penting bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar bank yang berprofesi
sebagai pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon kepercayaan masyarakat
khususnya para pedagang sangat baik terhadap pelayanan dan keberadaan peran BPRS
Amanah Ummah karena dapat membantu mengatasi kebutuhan dan permasalahan yang
dialami masyarakat terutama dalam kendala modal usaha (Nisa & Sopingi, 2020).

Namun peran intermediasi BPRS Amanah Ummah dari sisi sosial bagi masyarakat
belum menunjukkan hasil yang baik. Dilihat dari hasil penelitian dengan masyarakat
setempat menunjukkan bahwa banyak masyarakat khususnya masyarakat kecil
memelurkan bantuan perbankan untuk mengembangkan dirinya baik dari kepercayaan diri
atau bantuan untuk pengembangan usahanya.

Tetapi BPRS Amanah Ummah masih belum bisa menerapkan hal tersebut karena
memandang bahwa BPRS merupakan lembaga komersial bukan lembaga sosial sehingga
terbatas dalam penyaluran zakat lembaga. Padahal sebagaimana UU No 21 tahun 2008 bank
syariah dapat menerapakan fungsi atau peran sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, hal
inilah yang menjadi keistimewaan bank syariah, sebagaimana penelitian (Purwati, 2020)
dalam penelitiannya menyatakan justru peran sosial bank syariah mampu menarik perhatian
nasabah untuk memilih produk perbankan syariah daripada konvensional.

Pengaruh Fungsi Intermediasi Pembiayaan Murabahah BPRS Amanah Ummah
Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM di Bogor Barat

Pembiayaan murabahah adalah segala aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli
yang telah memberikan suntikan dana untuk barang yang dibeli oleh pembeli dengan
ditambah dengan keuntungan yang terdapat kesepakatan antara keduanya yang sudah
disetujui dalam suatu akad atau kontrak (Haitam, 2015). Dalam kegitan ini, Allah SWT
telah mencantumkan perintah dan larangannya dalam Al-qur’an surat An-Nissa ayat 29
yang berbunyl
e&uts‘m\u\ ?S“‘“s"‘ \jﬁﬂY"}SAZua\}ucoJ@u)S.\u\ ‘>I\ dLL\SI_‘?S.meSl\)A\ \)SSL\Y \}.m\ u.ml\L@_ah

)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya
Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat yang disebutkan di atas menjelaskan, bahwasannya Allah SWT melarang manusia
untuk memakan barang atau kekayaan dengan jalan yang batil atau jalan yang tidak baik di
mata Allah SWT. Karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT.

Menurut Chandra (2000) perkembangan usaha adalah suatu bentuk kondisi terjadinya
peningkatan sejumlah omset atau pendapatan penjualan. Mengembangkan dan membangun
kemandirian UMKM merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan yang
tercamtum juga dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyl

O30V S Jald) o5 uﬁmﬂ} As“'“n} Al 535 J3hols A s )l Jal Ga 415 uJG A sl
Gl A ) S 8815 T340 Ae A Ly 53048 (35050 A& T R (Lt Y1 (A5

Artinya: “harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya (yang berasal) dari
penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim,
orang-orang miskin, dan untuk orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya
beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul
kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan
bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya”.

10
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Menurut ayat di atas, bahwa kegiatan perekonomian seharusnya melibatkan kelompok
masyarakat menengah-bawah. Rasulullah SAW bersabda, “kalian akan ditolong oleh sebab
kaum dhuafa di antara kalian™. Oleh karena itu kita memiliki kewajiban untuk menolong
kaum lemah di negeri ini dengan mengembangkan UMKM secara bersama-sama. Sebuah
studi menegaskan bahwa UMKM sangat berperan penting dalam menciptakan lapangan
pekerjaan serta meningkatkan pendapatan (M. Umer Chapra dalam Islam and Economic
Development, 2013). Kondisi UMKM sebelum mendapatkan pembiayaan murabahah
adalah UMKM yang sedang terjerat hutang pada renternir.

Sehingga UMKM sulit berkembang karena diakibatkan oleh pembayaran hutang dengan
bunga yang tinggi. Seperti contoh, UMKM distributor buah sebelum mereka mendapatkan
pinjaman dari BPRS, omset yang mereka dapatkan setiap bulannya kurang dari Rp
10.000.000. sekarang ini, setelah mereka mendapat pembiayaan murabahah sebagai
pinjaman modal, omset yang mereka dapatkan bisa mencapai dua kali lipat ataupun lebih
yaitu Rp 30.000.000 setiap bulannya. UMKM bisa dikatakan berkembang apabila omset
yang mereka dapatkan terus meningkat, seperti yang ada diatas tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan saat ini setelah adanya BPRS di Amanah

Ummah, para UMKM sekarang ini lebih mempercayai sistem yang ada di BPRS yang
sudah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak lagi melakukan pinjaman modal ke para
renternir, selain itu para UMKM juga tidak meragukan akan setiap transaksi yang telah
dilakukan di BPRS yang terhindar dari bunga atau riba.
Diperbankan konvensional, pinjaman yang diberikan melalui sistem bunga pada umumnya
akan menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh
tempo, baik si debitur mampu membayar atau tidak. Sementara itu di perbankan Islam
seharusnya tidak demikian adanya, tergantung pada kondisi ketidakmampuan debitur tidak
mampu melunasi hutangnya, maka oihak perbankan harus memberi kelonggaran
(toleransi) untuk melunasinya.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di wilayah Bogor Barat merupakan
tulang punggung ekonomi lokal. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Bogor tahun 2023, terdapat lebih dari 4.200 unit UMKM aktif di kecamatan-kecamatan
seperti Cibungbulang, Dramaga, dan Leuwiliang, yang mayoritas bergerak di bidang
kuliner, perdagangan eceran, dan kerajinan rumah tangga.

Dalam konteks ini, BPRS Amanah Ummah memainkan peran penting sebagai lembaga
keuangan syariah yang fokus pada pembiayaan sektor produktif melalui skema
murabahah. Murabahah menjadi pilihan karena strukturnya yang jelas dan minim risiko
(bagi bank dan nasabah), serta sesuai dengan ketentuan hukum syariah yang menghindari
unsur riba.

Pihak manajemen BPRS dalam wawancara menyatakan bahwa pendekatan pelayanan
mereka adalah "membangun hubungan jangka panjang" dengan pelaku UMKM dan
melakukan pendampingan informal dalam pengelolaan keuangan. Ini menegaskan bahwa
peran intermediasi tidak hanya terbatas pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup
fungsi edukatif dan pendampingan.

Fungsi intermediasi lembaga keuangan pada dasarnya adalah menyalurkan dana dari
pihak yang memiliki surplus dana (investor, deposan) kepada pihak yang membutuhkan
dana (entrepreneur, UMKM). Dalam kerangka syariah, fungsi ini dijalankan dengan
mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan keterbukaan. Dalam konteks BPRS
Amanah Ummah, fungsi intermediasi diwujudkan melalui pembiayaan murabahah dengan
tahapan:

1. Nasabah mengajukan kebutuhan barang/usaha,
2. BPRS membeli barang tersebut atas nama bank,

11
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3. Barang dijual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah
disepakati,
4. Nasabah membayar cicilan secara bertahap.

Pelaksana UMKM penerima pembiayaan menunjukkan bahwa murabahah
berkontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan, baik dari aspek ekonomi, sosial,
maupun psikologis.

1. Aspek Ekonomi
- Mayoritas responden menyatakan bahwa omzet usaha meningkat dalam 3—6 bulan
setelah menerima pembiayaan.
- Pembiayaan digunakan untuk modal kerja (pembelian bahan baku, alat produksi).
2. Aspek Sosial
- Sebagian pelaku usaha dapat merekrut tenaga kerja tambahan dari lingkungan sekitar.
- Terjadi peningkatan partisipasi dalam kegiatan komunitas UMKM dan koperasi lokal.
3. Aspek Psikologis
- Kepastian margin dan jangka waktu dalam murabahah memberi ketenangan dan
kepastian bagi pelaku usaha dalam merancang alur keuangan usaha.
- Pelaku usaha merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam relasi mitra, bukan hanya
sebagai debitur.
Faktor Penghambat dan Pendorong
1. Faktor Pendorong
- Prosedur cepat dan tidak memberatkan.
- Relasi emosional dan religius antara bank dan nasabah.
- Pendekatan pelayanan yang komunikatif dan ramah.
2. Faktor Penghambat
- Kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM.
- Ketergantungan pelaku usaha terhadap musiman penjualan.
- Beberapa nasabah mengalami kesulitan dalam menjaga arus kas akibat fluktuasi harga
bahan pokok.

BPRS Amanah Ummah masuk dalam 4 kategori BPRS yang tidak mengumpulkan
dana ZIS tersebut. Begitu juga dengan produk qardhul hasan telah vakum atau berhenti akibat
tidak adanya penyandang dana khusus untuk produk qardhul hasan. Karena BPRS Amanah
Ummah tidak bisa memberikan pembiayaan atau bantuan dengan mengambil dana dari
keuntungan bank karena hal itu sama dengan menyalahi aturan OJK sehingga harus ada dana
tersendiri untuk penyaluran produk qardhul hasan.

Oleh karena itu, peran intermediasi sosial BPRS Amanah Ummah belum bisa
dikatakan maksimal karena tahapan kedua intermediasi sosial belum dijalankan dengan baik,
sehingga belum bisa untuk melanjutkan ke tahapan tiga dan empat dalam intermediasi sosial.
Hal ini sesuai dengan teori (Antonio & Hilman, 2013) yang menerangkan jika tahapan-tahapan
intermediasi sosial diatas ialah satu kesatuan yang saling terkait. Sehingga untuk
memaksimalkan tujuan peran intermediasi sosial perbankan syariah diperlukan kesungguhan
dalam perencaan dan penerapan sebagai salah satu kebijakan dalam operasional perbankan
syariah.

Indikator penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dikatakan efektif yaitu jika
suatu organisasi mampu merealisasikan antara perencanaan yang telah dikomunikasikan
antara bagian-bagian terkait dengan masalah pembiayaan dengan hasil nyata ketika terjadi
permasalahan pembiayaan.

Tolak ukur keefektifan upaya penyelesaian murabahah bermasalah pada BPRS Amanah
Ummah dapat dilihat pada jumlah kondisi nasabah yang kembali pada kondisi lancar melalui
upaya-upaya yang diberikan oleh BPRS Amanah Ummah secara kekeluargaan yaitu melalui
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pemberian surat panggilan kepada nasabah atau surat peringatan, rescheduling, dan menjual
“bersama” jaminan.

VII.

1.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya mengenai peran dan
pengaruh fungsi intermediasi pembiayaan murabahah oleh BPRS Amanah Ummah terhadap
perkembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM di Bogor Barat, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
Fungsi Intermediasi Lembaga Pembiayaan Syariah BPRS Amanah Ummah Terhadap
Perkembangan Jumlah UMKM di Bogor Barat, Fungsi intermediasi yang dijalankan oleh
BPRS Amanah Ummah terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan
jumlah dan pertumbuhan UMKM di wilayah Bogor Barat. Melalui skema pembiayaan
syariah, khususnya akad murabahah, BPRS mampu menjembatani kebutuhan modal para
pelaku usaha mikro yang sebelumnya mengalami hambatan dalam mengakses pembiayaan
dari lembaga keuangan konvensional. BPRS Amanah Ummah tidak hanya berperan
sebagai penyedia dana, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dengan memberikan edukasi
keuangan dasar dan mendampingi proses penggunaan dana secara produktif. Hal ini telah
mendorong tumbuhnya unit-unit usaha baru dan memperluas skala usaha yang sudah
berjalan, terutama di sektor perdagangan dan kuliner.

Pengaruh Fungsi Intermediasi Pembiayaan Murabahah BPRS Amanah Ummah Terhadap
Kesejahteraan Pelaku UMKM di Bogor Barat. Fungsi intermediasi melalui skema
murabahah oleh BPRS Amanah Ummah memiliki pengaruh yang nyata dan positif terhadap
peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. Kesejahteraan ini mencakup beberapa dimensi,
yaitu ekonomi (peningkatan omzet dan profitabilitas), sosial (kemampuan menciptakan
lapangan kerja baru), dan psikologis (peningkatan rasa aman, kepercayaan diri, dan
motivasi berwirausaha). Dalam pendekatan kualitatif, hasil wawancara menunjukkan
bahwa mayoritas pelaku usaha merasa terbantu secara signifikan dan merasakan perbaikan
taraf hidup setelah mendapatkan pembiayaan. Pola pembiayaan yang adil, transparan, serta
berprinsip syariah memberikan kenyamanan spiritual dan emosional bagi nasabah,
sehingga relasi antara lembaga dan pelaku UMKM berlangsung secara partisipatif dan
jangka panjang.
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